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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pekerjaan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia
sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber
penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya maupun bagi
keluarganya. Dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga
seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga
maupun bagi lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi
yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)
menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan
akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Negara
Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (untuk seterusnya disebut TKI)! mencari pekerjaan

ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja ke luar negeri

semakin meningkat.

Istilah TKI atau Tenaga Kerja Indonesia Menurut UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga Negara

!ndonesia yang memenubhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk
Jjangka waktu tertentu dengan menerima upah.



Amanat Undang-undang Dasar 1945 tentu sedikit berbeda dengan kondisi
Indonesia sckarang karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah
penduduk terbesar di dunia, di mana keadaan ini dapat menjadi potensi tetapi dapat
juga menjadi suatu beban. Hal tersebut menjadi scbuah potensi apabila jumlah
penduduk yang besar tersebut diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi
pula serta memiliki sumber daya manusia yang handal untuk mengelola
pembangunan, namun dapat dianggap sebagai beban apabila sumber daya manusia
tersebut tidak produktif dan memiliki kualitas yang kurang baik akibat tingkat
pendidikan yang rendah ditambah dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang
tersedia.?

Dapat kita telisik sekali lagi di dalam Undang-undang No.39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan TKI terutama dalam pasal 3 tentang tujuan
penempatan dan perlindungan terhadap TKI, yaitu:>

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawai;

b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara
tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;

c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak di Indonesia karena

diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja Iebih cepat dari pertumbuhan kesempatan

kerja. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin

2 Badan Penelitian dan Pembangunan Depatemen Luar Negeri; Masalah TK/! di Luar Negeri:

P{'ospek dan Tantangannya Bagi Indonesia; Departemen Luar Negeri; 1997; Hal 2
Lihat Pasal 3 UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.



meningkat terlebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia
yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang relatif sedikit, tingginya
pemutusan hubungan kerja (PH K).A
Sudah dua lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia (International
Bank For Reconstruction and Development) dan Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank atau ADB) menyatakan bahwa:®
Jumlah penduduk miskin di Indonesia melebihi 50 % dari total penduduknya.
Seperti diketahui pada tahun 2005 saja proyeksi penduduk miskin di
Indonesia mencapai 111 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang
berjumlah 220 juta jiwa. Krisis ekonomi 1998 juga meningkatkan jumlah
orang miskin menjadi 24,23 persen. Tahun 2006, jumlah orang miskin turun

menjadi 17,8 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari pada jumlah
orang miskin tahun 2005 yakni 16 persen.

Jika dilihat dari lingkup internasional ada beberapa kategori migran
internasional, namun kerja kontrak dan sementara (contract and irregular labour
migration) merupakan varian migran internasional yang penting. Permintaan pekerja
asing sebagian besar tergantung pada tingkat perkembangan ckonomi suatu negara.
Dalam kondisi kekurangan tenaga kerja dalam negara disertai laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, kemungkinan tenaga kerja asing sangat dibutuhkan.®

Disisi lain juga dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang
tergolong terbelakang dalam hal migrasi internasional. Dalam beberapa segi, migran

potensial kemungkinan memperoleh informasi yang kurang memadai mengenai

vlﬁallu Husni; Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia; Rajawali Pers; Jakarta: 2003
al.62 ’ ’

Kompas Kerr.xi:skinan, Kesejahteraan, dan Kebahagiaan, 16 Juni 2007,h.6
Badan Penelitian dan Pembangunan Depatemen Luar Negeri. Op.cit Hal.4



negara penerima. Dengan demikian Indonesia harus dengan cepat menyesuaikan diri
dengan peraturan atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua
Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the
Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families).7

Jumlah TKI terus mengalami peningkatan sejalan dengan kebijakan
pemerintah Indonesia yang dikaitkan dengan peningkatan ekonomi dan untuk
memecahkan masalah ketenagakerjaan. Pengiriman jasa tenaga kerja merupakan
ekspor jasa sumbecr daya manusia (Human Resources) yang akan menghasilkan
devisa nasional dan akan mengurangi angka penga.ngguran.8

Pengerahan TKI sebagai buruh migran di luar negeri ternyata dapat juga
menimbulkan berbagai kendala dan permasalahan. Kendala yang dihadapi dalam
pengiriman TKI dapat bersumber dari kondisi sumber daya tenaga kerja, system
rekrutmen, kuota, dan persyaratan kualitas yang harus dipenuhi oleh TKI,
penyesuaian di negara penerima serta perlindungan tenaga kerja. Sebagai contoh hasil
penelitian menunjukkan bahwa TKI ke Arab Saudi pada umumnya tidak memiliki
pengalaman dan tingkat keterampilan yang rendah. Selain itu kurangnya informasi
tentang kategori keterampilan yang diperlukan di negara penerima menyebabkan

pembekalan keterampilan untuk TKI tidak selalu sesuai dengan kebutuhan’

1bid; Hal.29

Nasution M, Arif; Qlobalisasi dan Migrasi Antar Negara; Alumni; Bandung; 1999; Hal.7
Soepangat Panfvatl;. Masalah yang Dihadapi TKW yang Bekerja di Luar Negeri; Makalah
Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Peranan Wanita; Bogor; 1999; Hal.2



Pada umumnya TKI bekerja di sektor domestik seperti pembantu rumah
tangga dan buruh di industri. Banyaknya TKI yang bekerja di sektor domestik sangat
tidak menguntungkan sebab sektor domestik sangat jauh dari perlindungan
ketcnagakerjaan. Perlindungan ketenagakerjaan di sektor ini sangat sulit dilakukan
mengingat kebanyakan tenaga kerja di sektor domestik termasuk tenaga kerja illegal
atau yang dikirim oleh para calo.!® Para tenaga kerja illegal tersebut bekerja tanpa
adanya perlindungan kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan serta fasilitas lainnya di
luar upah. Dalam melaksanakan pekerjaannya tak jarang para TKI mendapat masalah,
seperti penyiksaan fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan yang
menyebabkan TKI menderita luka bahkan menimbulkan kematian.""

Dari mulai sebclum pemberangkatan, mereka disekap dalam kamar atau
rumah, seolah seperti barang yang akan diperjual belikan. Bahkan ada buruh yang
mengisahkan dianiyaya di tempat penampungan mereka sebelum mereka berangkat.
Setelah diberangkatkan ke luar negeri, belum tentu mereka mendapat pekerjaan yang
sesuai dengan janji penyelenggara sebelum diberangkatkan dan lebih parah lagi
setelah mercka diperkerjakan, misalnya sebagai buruh rumah tangga, mereka tidak
mendapat gaji dan perlakuan yang layak. Sampai sekarang masih ada saja berita
tentang buruh yang pulang ke Indonesia dalam keadaan babak belur tanpa gaji, dan

bahkan ada yang pulang dengan nama dan jasadnya saja. Hal ini sangat

Guincss P, Indonesian Migran in Johor, Bullctin of Indonesia Economic Studics, Jakarta,
1990, him.117.

Prijono Tjiptoherijanto; Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia; Ul Press; Jakarta:
1997; Hal.147 ' ’



memprihatinkan, mengingat mereka adalah salah satu penyumbang pendapatan
Negara melalui kerjanya di luar negeri (devisa).

Dalam berbagai pengalaman dan kasus bermunculan masalah yang
berhubungan dengan TKI di luar negeri mulai dari korban penganiayaan, perkosaan,
upah yang tidak dibayar, jam kerja tanpa batas, tidak bebas bergerak sampai dengan
memperoleh perlakuan kasar oleh majikan seperti yang dialami oleh Ceriyati binti
Dapin pembantu rumah tangga yang bekerja di Malaysia.'

Tindakan kekerasan memang sangat akrab dengan para tenaga kerja Indonesia
di luar negeri. Migran Carc menyebutkan sepanjang 2007 saja sudah terjadi 28 TKI
yang mengalami tindakan kekerasan, yang menyedihkan sepanjang 2007 kemarin
sudah tercatat 61 TKI meninggal dunia". Selain karena sakit normal, kekerasan fisik
juga diindikasikan menyebabkan sakit yang berakibat kematian.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Konsorsium Buruh Migran Indonesia,
pada tahun 2007 tercatat kasus kekerasan terhadap TKI sebanyak 38.805 terkena
masalah penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemecatan sepihak, penipuan,

penyekapan hingga menimbulkan kematian bagi 77 orang Tenaga Kerja Indonesia.'

Ceriyati TKI asal Brebes berusaha kabur dari lantai 15 Apartemen Tamarind Sentul, Kuala
Lumpur pada 17 Juni 2007 dengan menggunakan tali yang disusun dari potongan pakaian
yang dirangkai kembali menjadi tali peluncur. Beliau tidak dapat menahan diri atas perlakuan
dari majikannya yang selalu memperlakukannya dengan kasar. Ceriyati tidak hanya dipukul
tetapi juga dilarang untuk beribadah dan tidak diberikan upah setclah 5 bulan bekerja kepada
Ivone Siew.

http://www jakartahariini.com/2007/06/lindungi-buruh-migran.html, diakses
pada tanggal 7 Agustus 2008.

2.:;10néinan Kemanan Kerja; http://www.solusihukum.com, diakses pada tanggal 20 Desember
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Pemerintah scharusnya berperan aktif dalam pengikatan hukum internasional
dalam kebijakan penempatan TKI di negara yang banyak terdapat kasus kekerasan
terhadap TKI.

Depnakertrans RI yang menjadi tumpuan harapan bagi para TKI pun kadang
hanya berkutat pada peraturan-peraturan dan kebijakan yang malah memberatkan
TKI. Seharusnya lembaga inilah yang berada di garda depan memperjuangkan nasib
TKI. Selain Depnakerstrans, Indonesia juga telah mempunyai lembaga BNPPTKI (
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI)"® yang seharusnya aktif
mengawasi para TKI di perantauan. Dinegara tetangga Philipina, lembaga sejenis
BNPPTKI yakni POEA (Philipines Overseas Employment Agency) menjadi contoh
yang baik untuk dijadikan referensi dalam menangani warga negarannya yang
menjadi pekerja di luar negeri.

Rencana pemerintah untuk menambah kerjasama bilateral penempatan tenaga
kerja Indonesia (TKI) dengan sejumlah negara dinilai tidak berpihak pada TKI.
Kebijakan itu cenderung menganggap TKI sebagai komoditi bukan dari sudut
pandang hak asasi manusia.

Berdasaran Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi
Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, Departemen Tenaga Kerja bekerja sama

dengan Departemen Luar Negeri akan menambah negara penempatan TKI. Jika saat

BNPPTKI ini dibentuk pada awal tahun 2007 melalui Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006
Tentang BNPPTKI. Pembentukan BNP2TKI adalah sebagai lembaga pemerintah non-

dep:}!temcn yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan
perlindungan buruh migran.



ini jumlah penempatan ada 5 negara, direncanakan pada tahun 2008 ini jumlahnya
akan bertambah lagim.

Kelima negara yang menjadi lokasi penempatan itu adalah Malaysia, Korea
Selatan, Yordania, Kuwait dan Taiwan. Sedangkan negara yang menjadi target
berikutnya adalah Yunani, Turki, Maroko, Spanyol, Aljazair, Tunisia, Abu Dhabi,
Kuwait, dan Qatar. Sementara untuk Norwegia, Kanada, Jepang dan Australia juga
sedang dijajaki kemungkinannya.

Sejalan dengan itu, maka penting sekali menempatkan perhatian dalam upaya
perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri ini.

Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas bagaimana upaya
perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri tersebut. Melalui
skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA”

Penulis berharap apa yang ada dalam penulisan skripsi ini dapat turut

memberikan gambaran serta sumbangsih dalam pemikiran atas permasalahan

perlindungan hukum terhadap TKI.

16 http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/05/08/

diakses pada tanggal 7 Agustus 2008.



http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20Q8/05/08/

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan di
bahas berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap TKI tersebut adalah :
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TKI pada masa pra penempatan, masa
penempatan dan pasca penempatan berdasarkan Hukum Internasional dan Perundang-

undangan Ketenagakerjaan Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penulis untuk membahas mengenai perlindungan hukum
terhadap TKI ialah :
1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap TKI Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam upaya
perlindungan hukum terhadap TKI Indonesia.
3. Mengajak masyarakat untuk lebih menyadari akan pentingnya perlindungan

hukum terhadap TKI ini

D. Manfaat Penulisan
Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari
penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi para masyarakat mengenai

TKI. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:



10

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan
masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap TKI.

2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam
menyempurnakan peraturan serta kebijakan yang diambil pemerintah untuk
menanggulangi hambatan-hambatan yang terdapat dalam upaya perlindungan

hukum terhadap TKI.

E. Metode Penulisan
1. Tipe Penelitian
Penulisan ini merupakan jenis penulisan normatif.'” Dengan demikian, dapat
digunakan pendekatan library research atau studi dokumen yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, sebab itu disebut juga
penelitian kepustakaan.
2. Teknik Pengumpulan dan Pengumpulan Data
a. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data
sekunder yang berhubungan masalah yang diteliti. Dengan cara mengkaji
atau menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1 hl?ambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
m.42. '
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b. Melakukan pendekatan dengan metode K.LE (Komunikasi Informasi
Edukasi, via Web Site/Situs-situs di Internet), dilakukan secara incidental
(hanya dilakukan apabila dianggap perlu, atau tidak terjadwal), pada situs-
situs dan/atau surat-surat elektronik yang diterbitkan oleh Departemen
dap/atau instansi yang berkompeten yang sesuai dengan objek penelitian
yang dilakukan.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Data sekunder, yaitu data yang merupakan bahan buku penelitian yuridis
normatif yang terdiri dari bahan umum primer, bahan umum sekunder dan
bahan umum tertier.'®
b. Sumber Data
Data sekunder
a) Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang
diketahui mengenai suatu ide. Bahan primer ini mencakup;
a. buku
b. kertas kerja komperensi, lokakarya, seminar, dst
¢. laporan penelitian
d. majalah

e. disertasi atau tesis

18 :
Socrjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, him 29-33
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b) Bahan hukum sckunder, yakni bahan pustaka yang berisikan
informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup;

a. Buku-buku

b. Literatur

c. Karya Ilmiah

d. Hasil Penelitian

e. Artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

c) bahan hukum tertier berupa bahan penunjang atau bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan
sekunder, yakni berupa;

a. Ensiklopedia hukum
b. Direktori pengadilan
c. Kamus hukum

d. Jurnal-jurnal

G. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah diolah pada
penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang
berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi
yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap

data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.
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H. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum internasional dan keterbatasan
pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang
dari judul maka dalam ruang lingkup di dalam penulisan dan pembahasan
permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya perlindungan hukum bagi

para Tenaga Kerja Indonesia.
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